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penyesuaian dan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubemur ten tang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24
Tahun 2019 ten tang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

tentang
Daerah

Peraturan Gubemur Nomor 24 Tahun 2021
Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

b. bahwa setelah diundangkannya Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023, maka Peraturan Gubemur
Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 ten tang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 perlu dilakukan

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat
(1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo~
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatal
Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang DaerahJ
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan

Menimbang

GUBERNURKALIMANTANTIMUR,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURKALIMANTANTIMUR
NOMOR24 TAHUN2019 TENTANGRENCANASTRATEGIS

PERANGKATDAERAHPROVINSIKALIMANTANTIMURTAHUN2019-2023

TENTANG

NOMOR2 TAHUN2022

SALINAN

PERATURANGUBERNURKALIMANTANTIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIl\tiUR



1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi
Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 1284);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4421);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6757);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558'4')
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Idengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6757);
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14.Peraturan Daerah ProvinsiKalimantanTimurNomor15
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
TimurNomor 70); I

I
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasidar
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
KeuanganDaerah;

12.Peraturan MenteriDalamNegeriNomor90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nom~r
1447);

I
II. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliandan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor1312);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5209);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor80);

10.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024; I
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019
Nomor 25) diu bah sebagai berikut:

Pasal I

TAHUN2019-2023.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
I

PERATURANGUBERNUR KALIMANTANTIMUR NOMOR 2f
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS

I
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMU~

I

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1
Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2016 Nomor 1, Tambaha Lembaran Daerah Provinsi,
Kalimantan Timur Nomor 70);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2019- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2
Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan .Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2021 Nomor 8);
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(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas
Reneana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disusun sesuai
urutan sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. RSUDA.Wahab Syahranie di Samarinda;
4. RSUDdr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
5. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan

Rakyat;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Badan Penanggulangan Beneana Daerah;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;
12. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
20. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
21. Dinas Pariwisata;
22. Dinas Perkebunan;
23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
24. Dinas Kehutanan;
25. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
26. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Keeil

Menengah;
27. Sekretariat Daerah;
28. Sekretariat DPRD;
29. Badan Pereneanaan Pembangunan Daerah;
30. Badan Pendapatan Daerah;
31. Badan PengelolaanKeuangandan AsetDaerah;
32. Badan KepegawaianDaerah;
33. Badan PengembanganSumber DayaManusia;

Pasal4

3. Ketentuan Pasal4 diubah, sehingga Pasal4 berbunyi sebagai berikut :

2. Ketentuan Pasal 3 di hapus.

Reneana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2019-2023 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sa saran ,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib darr/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada Perubahan RPJMD Provinsi Kalimanta Timur Tahun
2019-2023;

Pasall
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIATDAERAHPROVoKALTIM

~KUM'

ROZANIERAWADI
NIP. 197101241997031007

BERITADAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMURTAHUN 2022 NOMOR 7.

MUHAMMADSA'BANI

ttd

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal14 Februari 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTANTIMUR,

ISRANNOOR

ttd

Ditetapkan di Samarinda
pad a tanggal 14 Februari 2022

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal4, telah sesuai dengan:
a. sistematika dan subtansi penulisan Rencana Strategis Perangkat

Daerah; dan
b. peru bah an Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Pasal5

4. Ketentuan Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut:

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan
tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

34. Badan Penelitian dan Pengembangan;
35. Badan Penghubung Provinsi;
36. Inspektorat; dan
37. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
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